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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 43/PMK.06/2014
TENTANG
PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI
OLEH MENTERI KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :a bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah membayar
terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah
penyimpan dana dan/atau memberikan dana talangan,
fasilitas pembiayaan dan/atau dana penjaminan kepada
Bank Dalam Likuidasi;

b. bahwa dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau dana
penjaminan kepada Bank Dalam Likuidasi merupakan
kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada Pemerintah
Republik Indonesia yang pembayarannya dilakukan
melalui penyetoran hasil pencairan aset Bank Dalam
Likuidasi oleh Tim Likuidasi;

c. bahwa sampai dengan masa tugas Tim Likuidasi berakhir,
masih terdapat kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia dan terdapat sisa aset
Bank Dalam Likuidasi yang belum tercairkan;

d. bahwa sisa aset sebagaimana dimaksud dalam huruf c
diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.g.
Kementerian Keuangan dan diperhitungkan sebagai
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Mengingat :

pengurang kewajiban Bank Dalam Likuidasi kepada
Pemerintah Republik Indonesia setelah dapat dicairkan
atau ditetapkan sebagai Barang Milik Negara;

e. bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan di

bidang Keuangan Negara, Menteri Keuangan perlu
mengatur aset eks Bank Dalam Likuidasi yang telah
diserahkan kepada Pemerintah Republik Indonesia c.g.
Kementerian Keuangan guna optimalisasi pengembalian
uang negara,

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Pengelolaan Aset Eks Bank Dalam Likuidasi oleh Menteri
Keuangan;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang

Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi
Bank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831);

. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 56
Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan
Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 126);

. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PENGELOLAAN ASET EKS BANK DALAM LIKUIDASI OLEH
MENTERI KEUANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

Bank Dalam Likuidasi yang selanjutnya disingkat BDL adalah bank
yang telah menerima dana talangan, fasilitas pembiayaan dan/atau
dana penjaminan dari Pemerintah serta dicabut izin usahanya yang
diikuti dengan likuidasi bank.

Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi
bank yang dicabut izin usahanya.

Aset adalah harta atau kekayaan eks BDL yang diserahkan kepada
Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan.

Kas adalah uang tunai dan/atau saldo simpanan di bank yang setiap
saat dapat dicairkan.

Aset Properti adalah Aset berupa tanah dan/atau bangunan, dan/atau
satuan rumah susun/apartemen berikut benda-benda yang melekat
dan merupakan satu kesatuan atau kelengkapannya.

Aset Kredit adalah piutang negara yang berasal dari tagihan BDL
terhadap debiturnya dan/atau pihak lain.

Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi,
sekuritas kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau
suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim
diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.

Aset Inventaris adalah Aset bergerak dan berwujud berupa kendaraan
bermotor, peralatan kantor, dan peralatan lainnya.

Nilai Limit adalah nilai terendah atas pelepasan barang dalam lelang.

Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan
penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin
meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang
didahului dengan pengumuman lelang.

Penebusan adalah pembayaran yang dilakukan guna memperoleh
kembali Aset Properti.

Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan,
inventarisasi, dan pelaporan pengelolaan Aset.
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13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan,
pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Aset.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset.

Direktorat Jenderal adalah unit eselon | di lingkungan Kementerian
Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi
pengelolaan Aset.

Direktur adalah direktur pada Direktorat Jenderal yang melaksanakan
tugas dan fungsi pengelolaan Aset.

Direktorat adalah unit eselon Il di lingkungan Direktorat Jenderal yang
lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengelolaan Aset.

Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur
Jenderal.

Kantor Pelayanan adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala
Kantor Wilayah.

Pasal 2

DirekturJenderal merupakan pelaksana fungsional atas kewenangan
dan tanggungjawab Menteri selaku pengelola Aset.

Dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawab sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat
menunjuk Direktur atau pejabat pada instansi vertical Direktorat
Jenderal untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan
tanggungjawab pengelola Aset.

BAB |1
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Aset yang dikelola terdiri dari:

a.

® Qo T

Kas;

Aset Kredit;

Aset Inventaris;
Surat Berharga; dan
Aset Properti.
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Pasal 4
Pengelolaan atas Aset meliputi:
a. Penatausahaan;

b. penyerahan pengurusan Aset Kredit kepadaPanitia Urusan Piutang
Negara (PUPN);

penilaian;
Lelang;

c
d

e. penjualan tanpa melalui Lelang;
f. pendaftaran saham atau obligasi;
g

menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat
Umum Pemegang Obligasi (RUPO);

h. permintaan pembayaran atas dividen saham dan bunga obligasi;
i. pemeliharaan dan pengamanan;
J. Penebusan; dan/atau

k. penetapan Aset Properti menjadi Barang Milik Negara dalam
rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga.

Pengelolaan atas Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai karakteristik masing-masing Aset.

BAB IlI
PENGELOLAAN KAS
Pasal 5

Aset berupa Kas disetor secepatnya oleh Tim Likuidasi ke Rekening
Kas Umum Negara.

Bukti penyetoran Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Direktorat untuk dilakukan konfirmasi dan
pencatatan.

BAB IV
PENGELOLAAN ASET KREDIT
Pasal 6

Pengelolaan atas Aset Kredit meliputi:

a.
b.

Penatausahaan; dan
penyerahan pengurusan kepada PUPN.
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